KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN
BULAN : OKTOBER 2020

Mess Gayatri No. 52
Jl. Hayam Wuruk Surabaya

Kodam V / Brawijaya

Dengan hormat,

Mewakili ahli waris sebagai
wajib pajak PBB atas objek
pajak yang terletak JI. Urip
Sumoharjo Nomor 27 Kota
Madiun dengan luas tanah
5577 m2 yang terdiri atas 2
(dua) sertifikat shb :

1. Sertifikat depan an.
Kromohardjo nilai pajak Rp.

1.013.792

5 Agustus 2020 perihal tersebut pada

pokok surat bersama ini kami
beritahukan ~ bahwa  keringanan
pembayaran PBB yang Saudara

ajukan terinci sebagai berikut :

Berdasarkan  Peraturan  Walikota

Madiun Nomor 24 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan
Perda Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan

' No. Nama dan Alamat Tanggal Penerimaan Uraian Tindak Lanjut Penyelesaian | Keterangan
Pelapor Keluhan/Pengaduan Keluhan/Pengaduan Keluhan/Pengaduan
1 2 3 4 5 6
1. Sdr. Budi Yuwono, S.Sos 10 Agustus 2020 Assalamualaikum wr, Wb Menidaklanjuti Surat Saudara Tanggal | Jawaban Surat

dikirimkan
tanggal 15
September

2020




2.Sertiflkat  belakang  an.
Kromodihardjo nilai pajak
Rp. 25.347.615
Total nilai pajak yanh harus
dibayar Rp. 26.361.397
Berdasarkan keterangan
tersebut diatas, kami sebagai
perwakilan ahli waris
memohonkan kepada Bapak
untuk

Walikota dapatnya

memberikan keringanan atas
jumlah pembayaran pajak
yang kami rasa masih sangat
berat, terkait dan menimbang
tujuan serta niat baik kami

dalam rangka menyelesaikan

pelunasan pajak tersebut

guna / agar supaya di

kemudian hari tidak terjadi

kami sampaikan hal — hal sebagai

berikut :

1.

Permohonan pengurangan Pajak
Bumi Bangunan dapat diajukan
kepada Bapak Walikota Madiun
melalui Tempat Pelayanan Pajak
Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Madiun.

Permohonan diajukan dengan
melampirkan data dukung yang
disyaratkan dan salah satu hal
yang disyaratkan adalah tidak
mempunyai catatan piutang
PBB atas obyek paak yang
dimohonkan pengurangan.
Dalam hal Wajib Pajak orang
pribadi memiliki, menguasai atau
lebih  dari

memanfaatkan satu

obyek pajak, maka obyek pajak




keributan sengketa atas tanah
yang dapat memicu
perbuatan tindak pidana, agar
dapat juga di kemudian hari
justru  akan  mempererat
hubungan  silaturahmi  di
antara kami sebagai ahli waris
warga masyarakat madiun
yang Bapak pimpin sekarang.
Dengan demikian kami mohon
dengan hormat kepada Bapak
Walikota Madiun, berkenan
semaksimal mungkin
memberikan keringanan bagi
saya guna menyelesaikan
pembayaran pajak tersebut,
dengan pertimbangan sbb :

1. Adanya Perda bahwa syarat

diterbitkannya balik nama

yvang dapat diajukan permohonan
pengurangan adalah obyek pajak
vang menjadi tempat domisili
Wajib Pajak.

Untuk 2020 permohonan terkait
dengan Pajak Bumi dan Bangunan
berkas paling lambat diterima
Tempat Pelayanan Pajak Daerah
pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Madiun paling lambat tanggal

31 Agustus 2020.

Demikian untuk menjadikan maklum

dan terima kasih.




sertifikat atas ahli waris,
harus melunasi
pembayaran pajak PBB
terlebih dahulu.

2. Terlalu berat bagi kami atas
kenaikan pajak tiap
tahunnya dihadapkan
dengan kondisi pandemic
Covid 19 seperti yang kita
rasakan bersama sekarang
ini.

3.Bahwa kondisi keuangan
kami saat ini kurang
memungkinkan untuk
menyelesaikan pembayaran
administrasi  pajak  jika
jumilah pembayaran

sebesar Rp. 26.361.397.




4, Kemampuan keuangan
kami saat ini hanya
terkumpul Rp. 13.500.000,-
dan itupun atas dana
pinjaman.

5.Niatan baik saya untuk
menyelesaikan  pelunasan
pembayaran pajak sebagai
syarat diterbitkan  balik
nama ahli waris, guna
menghindari keributan
sengketa tanah yang bisa
memicu tindakan di
kemudian hari.

Demikian surat tersebut saya

buat guna menjadi

pertimbangan Bapak Walikota
atas  permohonan kami,

sebelumnya kami ucapkan




terima kasih.

Madiun, Desember 2020
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
% KOTA MADIUN

SRI WAHYUNI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700409 199703 2 005




